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BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2OL8

TENTANG

PENGELOLAAN SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAEIUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUAI,A,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan
pengembangan sjstem pemerintehan berbasis elektronik
(SPtsEi, rnaka diperiukan optirnalisasi pemanfaatan situs

i w€b sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi
untuk +.9.ya*paikan berbagai informasi 

- 
pemerintahan

kepad-a nnaslzqrakdt;.''

b. bahwa agar pengelolaan dan pemanfaatan terhadap situs
w€b dan medip. sosiai resmi Pemerintah Daerah- dapat
be4'alan lancar,liferarah dan optimal maka perlu adanya
atrran tentdng ?engelolaan 'Situs \I/eb dan Media Sosiat

Mengingat

situs-sitr.rs web .satuafr I(erja Pera.rrgkat Daeratr di
linglnrngan 'Pemerintah Daerah yang mJrriaai subdomain
dari baritolwalakab.go.id. ddq* penyediaan data dan
informasi, 'lS*t i.gg*- berrnlefaat 

- a*.rn rnenCrrkung
penyeienggaraan Pemerinie.h Daerah dan peningkatan
pelayanan publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka Pengelolaan dan
Pemanfaatan Sihrs Web di Lingkungan Pemerintah
I{o}rrrnafpn Paritn I&rqla narlrr rliafrrr rlannon Darol-irronruvql/4Lvrr rJ.ArLv l\u(4q vvllq grsLqr uvrrS<lr r vrqLulur

Bupati.

l.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun Lggg tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 7999 Nomor 154, Tambahan i,embaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3881);



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48+3);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OO8 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0B Nomor 61, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLs
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251', Tambahan
LembaranNegaraRepub1ikIndonesiaNomor5952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2Ol2 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

g.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2OOl tentang
Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di
Indonesia;

10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

ll.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28
tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk
Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor
28 lPerkorninfo I 9 I 2006 tentang Penggunaan Domain go.id

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Eiektronik;



1.
2.
rlo.

4.
5.

7.
B.

6.

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2Ol7
tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BAzuTO KUALA TENTANG
PENGELOLAAN SITUS WEB DAN MEDIA SOSIAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pemerintah adalah Pemerintah Fusat
Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelen ggara Pemerintah Daerah.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Barito Kuala.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Ltnsur pembantu Kepala Daerah dalarn penyelenggaraan Pemerintah
Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahdn.
Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi daq
Informatika Kabupaten Barito Kual.a.
Desa adalah Desa y4ng berkedudukan di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Situs Web atau Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan
informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara,
video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun
dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait
dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman
(hyperlink).

9. Domain adalah alamat unik didunia internet yang digunakan untuk
mengidentifikasi sebuah situs web, atau dengan kata lain domain name
adalah a-lamat yang digunakan untuk menemukan sebuah situs web pada
dunia internet.

1O. Sub-Domain adalah bagian dari domain. Subdomain biasanya digunakan
sebagai pembagian area dari sebuah situs web.

1 1. Hosting atau Web hosting adalah layanan yang menumpangkan
keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras
(server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat ditampiikan di
website.

12. interoperabilitas adalah kerjasama antara situs web milik satuan kerja
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan website
www. baritokualakab. go. id

13. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi untuk
mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi meialui media komunikasi
elektronik.

14. Media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web untuk
jejaring sosial dan rnicroblogging) melalui mana para pengguna-nya
menciptakan komunitas online untuk berbagi informasi, gagasan, pesan,
dan konten lainnya (seperti gambar dan video).



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
MAKSUD

Maksud dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Situs Web di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengatur penyelenggaraan
situs web Pemerintah Daerah sehingga mendukung penyelenggaraan
pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3
TUJUAN

Pengeloiaan dan Pemanfaatan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan situs web yang
mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan
Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada
masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III
SITUS WEB

BAGIAN PERTAMA
SITUS WEB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah adalah situs web yang dikelola dan
dimanfaatkan dalam rangka pemberian layanan informasi
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kernasyarakatan
kepada masyarakat;

(2\ Situs Web Pemerintah Daerah terdiri dari situs web Induk dan situs web
SKPD;

Pasal 5

Situs Web Induk adalah situs web resmi Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala yang memuat informasi-informasi umum mengenai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di
wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Pengalamatan situs web induk Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
menggunakan alamat domain www. baritokualakab. go. id ;

Pasal 6

(1) Situs Web SKPD adalah situs web resmi SKPD di lingkungar-r Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala yang memuat informasi-informasi khusus
mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh SKPD bersanglrutan sesuai
bidang tugas dan kewenangannya;

(1)

(2J



(1)

(2\

(2) Pengalamatan situs web SKPD menggunakan sub domain Pemerintah

Kabirpaten Barito Kuala dengan format sebagai berikut:
ww ut . I SKPD] . b arit oku alakab - g o. id
contoh:

u w ut . b Pb d. b aritoht alakab, q o. id
wwu. b elaw ang. b aritolcualakab' a o'id

Pasal 7

Bagi SKpD yang belum memiliki situs web SKPD, dapat memanfaatkan situs
web induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup SKPD yang

bersangkutan.

BAGIAN KEDUA
SITUS WEB PEMERINTAH DESA

Pasal 8

Situs web desa adalah situs web resmi pemerintah desa yang memuat
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangUnan dan
kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang
bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya.

Pengalamatan situs web desa menggunakan domain desa.id dengan
format: (nama desa)-baritokuala. desa.id
Contoh: uuu. kualalup ak-b aritokuala. de s a, id

Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembinaan situs web desa agar
pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan optimal.

Standar Pengeloiaan Situs Web Desa dapat mengacu pada Pedoman
Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, yang disesuaikan
dengan kebutuhan desa dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB IV
MEDIA SOSIAL

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memanfaatkan media
sosial sebagai salah satu tools da-lam menjalankan strategi komunikasi
untuk meningkatkan pemberian'layanan informasi publik, penyediaan
sarana partisipasi publik dan sarana interaksi dengan masyarakat.

(2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah mengacu pada
format berikut ini:

a. Facebook : www.facebook.com/ lnama-skpd).baritokualakab.
b. Twitter : www.twitter.com/(nama-skpd).baritokualakab.
c. Instagram : www. instagram. com / (nama-skpd) . baritokualakab.
d. YouTube : www,youtube.com/{nama-skpdJ.baritokuaiakab.

(3)

(4)



(3) pengalamatan media sosiaf resmi milik pemerintah desa mengacu
pada format berikut ini:
;. Facebook : www.facebook.com/(narna-desa)'baritokualakab'
b. Twitter : www.tritter.com/frama-desa).baritokualakab.D. IWtLLtrI . www'Lrruuur'vvrrr/ t-r -

c. Instagram : www.instagram.com/(nama-desa).baritokualak
d. YouTube : '

BAB V
KONTEN WEBSITE

Pasal 10

Konten d,ari situs web dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah
dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai
dengan Pasal 9 pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan peratrrran
perundang-undangan

Konten situs web dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)harus memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual, akurat,
dan dapat dipertanggrrng-j awabkan.

Pasal 1 1

Situs Web dan akun media sosial resmi Pernerintah Daerah dan Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh
berisi konten-konten yang bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, seperti mengandung unsur SARA, ujaran
kebencian, kekerasan, sadisme, KDRT dan pornografi.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 12
i

(1) Untuk ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan situs web, dilakukan
perencanaan yang meliputi aspek:

a. Studi kelayakan;
b. Ketersediaan anggaran;
c. Sumber daya manusia;
d. Infrastruktur;
e. Data dan Inforrnasi.

Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan
harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas
Informatika sebagai Koordinator yang membidangi
Komunikasi dan Informatika di Daerah.

Setiap perencanaan situs web harus berpedoman
pembangunan situs web, dengan memperhatikan aspek
dan isi situs web.

(1)

(2)

(2) situs web SKPD
Komunikasi dan
Penyelenggaraan

pada standar
tuj uan, sasaran

(3)



BAB VII
PEMBANGUNAN,PENGEMBANGAN,DANPEMBINAAN

BAGIAN KESATU
Pembangunan

Pasal 13

(1) Setiap pembangunan situs web SKPD harus memperhatikan aspek

inter}per abilitas :untuk mendukun g keberhasilan situs web induk-

(2) Setiap pembangunan situs web SKPD harus mengacu pada Pedoman
Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan
pemerintah Kablpaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAGIAN KEDUA
: Pengembangan

Pasal 14

Untuk kepentingan perubahan maupun penambahan data dan informasi atau
perubahan fitur-fitur dari situs web yang terbangun dan sudah
lerstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan oleh SKPD yang
bersangkutan, dan bisa berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika.

BAGIAN KETIGA
Pembinaan

Pasal 15

(1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan situs web dalam
lingkup pemerintah daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi
urusan Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), SKPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika
dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah lainnya danlatau pihak
t<eiiga """rii kebutuhan dan aturan perundang-undangan yang beriaku'

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) dan (2) bisa
berupa pemberian bimbingan teknis pembuatan dan/atau pengelolaan
situs web serta pemberian penghargaan terhadap situs web yang dinilai
terbaik untuk memotivasi peningkatkan kualitas pengelolaan dan
pemanfaatan situs web SKPD.

Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbinan teknis bisa berupa
sosialisasi, pelatihan, maupun workshop pembuatan dan/atau
pengelolaan situs web.

Pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan terhadap situs web
terbaik dilakukan oleh Tim Penilai dengan koordinasi SKPD yang
membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

(2)

(3)

(4)

(s)



(6) Indikator penilaian sebagaimana d.imaksud dalam ayat (5), ditetapkan

oleh Tim Penilai dengan koord.inasi SKPD yang membidangi urusan
Komunikasi dan Informatika-

(7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) ditetapkan

dengan Keputusan BuPati.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengendalian terhadap penyelenggaraan situs web dilakukan untuk
meilatur dan meneriibkan penyelenggaraan situs web di lingkungan

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian Teknis;
b. Pengendalian Konten.

Pasal 17

Pengendalian Teknis sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point
a adalah pengendalian terhadap aspek teknis situs web, agaf
penyelenggaraan situs web dapat bedalan dengan lancer.

Pengendalian Teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan
Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

Pengend.alian Konten sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (2) point
b adalah pengendalian terhadap aspek konten situs web untuk
memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat
serta tidak menyinepang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengenda-lian Konten untuk situs SKPD dilakukan oleh masing-masing
pengelola situs web SKPD.

Pengendalian Konten untuk situs web induk dilakukan secara bersama
oleh Dinas Komunikasi dan Informatikan dengan SKPD yang ikut
menyajikan informasinya di situs web induk.

BAB IX
ORGANISASI PENGELOLA SITUS WEB

Pasal 19

Setiap situs web SKPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat
pengelola situs web yang ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD
dan/atau unit kerja yang bersangkutan.

Struktur organisasi pengelola situs web sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu padal Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan
Situs Web di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari
peraturan ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

(1)

(2)



(1)

(2)

BAB X
PEI.,APORAN

Pasal 2O

setiap SKPD wajib menyarnpaikan laporan hasil pelaksanaan p_engelolaan

situs web yang'ei**oparkan kepaCi Bupati rnelalui Dinas Komunikasi

dan informatika.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi 1en{nS
,rot ** pengi-sian konten, aktivilas tim pengelola dan kegiatan lannting

data.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaall pengelolaan situ-s web SKPD

situs web ind'uk disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi
Informatika kePada BuPati.

dan
dan

BAB XI
PE}dBIAYA.q,N

Pasal 21

pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan dan
pemaniaatan Situs Web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB XII
KE?ENTUAIV PENUTUP

Pasal 22 l

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang
Peraturan Bupati ini
Barito Kuala.

dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januarr 2018

BUPATT BARITq/I<UALA,

/a- h,
Hj. NOORMTLryANT AS

-/Diundangkan di arabahan
pada tanggal J rrori DOl Qu4rt &vlv

SEI{RETARIS D

H. o
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 11



Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 11 Tahun 2018
Tanggal 29 Januari 2ALB

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

PEDOMAN STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SITUS WEB
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dimaksudkan untuk ketertiban darr..

membentuk keseragaman situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala yang akan menjadi kekhasan dari profil Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, latar belakang diperlukannya
keseragaman ini adalah untuk:

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web SKPD;
2. Mewujudkan prinsip "one input for many purpose", di mana semua

situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data selurr-rh
SKPD terintegrasi langsung dengan situs web baritokualakab.go.id;

3. Membangun ciri khas situs web Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada

situs-situs web Pemerintah Daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh SKPD

agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan
dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: I. Lapisan
Presentasi, II. Penamaan Domain, III. Pengajuan E-mai1, IV. Penambahan
Menu, V. Standar Aplikasi, VI. Struktur Konten, VII. Interaksi Manusia-
Komputer, VIII. Teknologi, IX. Kodefikasi, X. Pengorganisasian, dan XI.
Mekanisme Kerja Akses Internet.

I. LAPISAN PRESENTASI
Layout dan Nauigasi
Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standar situs
web meliputi:
a. Disain (memanfaatkan Css/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan

style yang ada secara konsisten daiam pemiiihan warna, jenis huruf,
dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap
halaman situs;

b. Halaman Terstruktur (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau
kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);

c. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan
identitas SKPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Kabupaten,
Fasilitas: Peta Situs, Search, Home, Kontak (struktur pengelola situs
web), dan tanggal).

II. PENAMAAN DOMAIN
Penamaan Domain untuk situs web SKPD harus dikoordinasikan dengan
Dlnas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.



III. PENGAJUAN E-MAIL
L. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala

menetapkan penarnaan akun e-mail SKPD berdasarkan nomenklatur
SKPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;

2. Pengaluan akun e-mai1@,baritokualakab.so.id untuk pribadi, d'iajukan
*".rtu. kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala SKPD yang
kemudian disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala.

PENAMBAHAN MENU
pada dasarnya, penambahan danf atau perubahan merul-menu standar di
dalam situs web SKPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan SKPD

yang bersangkutan, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk
inteioperabilitas guna menunjang situs web induk baritokualakab.go.id
yang meliputi menu berita, data stafis (data pembangunan) dan profil data
SKPD.

V. STANDAR APLIKASI
1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web ada

penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung
berpengaruh pada peta situs);

2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat
ini);

S. Berita (berita terbaru seputar SKPD yang bersangkutan dan yang

4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh SKPD

atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda SKPD dapat juga sebagai ajang promosi dan

informasi, event, pameran, dsb);
Data Statistik (data dari SKPD dalam bentuk angka-angka statistik,
dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
Link terkait (link-iink yang terkait dengan SKPD);
Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung
berdasarkan kate gori-kate gori) ;

10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung
situs untuk dimintai pend.apatnya);

11. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan
aduance search);

12. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun
dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa
rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang
ada di setiap bagian tersebut);
Format: h;ari dd, bulan mm, ta)rrurr AAAA, Pilihan menu dua bahasa
(Indonesia, Inggris, Teks berjalan / running text) ;

Footer (pemilik,situs web, tahun pengembangan);
Navigasi (pengunjung d.apat mengetahui lokasi halaman yang diakses,
setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif);

VI. STRUKTUR KONTEN
Struktur menu pada setiap situs web SKPD tergantung kebutuhan yang
disesuaikan dengan kewenangan SKPD yang bersangkutan. Namun
terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:
1. Blrsifat dinarnis (dapat ditarnbahkan, diubah, dipindahkan, dihapus,

sesuai dengan kebrrtrrtran) ;

ry.

6.

7.
8.
9.

13.

74.
15.



2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan

aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan

struktur menu iangsung berpengaruh pada peta situs; :

5. Memiliki administrasi untuk pengaturan:
a. Manajemen menu (Content Management System);
b. Manajemen'User;
c. Manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik,

forum, dsb).

Selain stmktur menu konten, juga harus dipedomani Standar Minimal
Konten sebagai-berikut:

STANDAR MINIMAL KONTEN SITUS WEB RESMI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

No. Jenis Data & Informasi Periode
Update Konten Penanggung-jawab

1. Berita Kegiatan Bupati, Wakil Bupati
dan Sekretaris Daerah

Menyesuaikan Humas Sekretariat
Daerah/Dinas
Kominfo/Tim

Website Induk
2. Berita (berita terbaru seputar Kegiatan

dan Kewenangan SKPD)
1 (satu) artikel

per minggu
SKPD/ Subdomain

J. Agenda (agenda SKPD dapat jug,
menjadi ajang promosi dan informasi,
event pameran pembanzunan, dsb).

Menyesuaikan SKPD/Subdomain

4. Layanan (informasi berupa layanan
dan SOP yang diberikan oleh SKPD,
misalnya rekomendasi, perwinan, dan
lainnya).

Menyesuaikan SKPD/Subdomain

5. Data statistis (data dari SKPD dalam
bentuk angka-angka statistik, dapat
ditampilkan dalam bentuk angka,
tabulasi, grafik, dan se'ienisnya).

Menyesuaikan SKPD/ Subdomain

6. Galeri Foto (kumpulan gambar
kegiatan yang dapat dilihat oleh
penguniuns berdasarkan katesori).

Menyesuaikan SKPD/ Subdomain

7. Selayang Pandang (Penjelasan singkat
tentang keberadaan Pemerintah
Kabupaten Barito Kua1a-sejarah,
motto dan lambang daerah, uisi dan
misi Daerah).

Menyesuaikan Dinaskominlo I
Website Induk

(bari tokualakab. go. id)

8. Pemerintahan Daerah (rnenjelaskan
struktur organisasi pemerintah
kabupaten Barito Kuala-elssekutif
dan legislatif-beserta nama, alamat,
telepon, e-mail pejabat daerah, serta
biodata Pimpinan Daerah agar dikenal
luas oleh masyarakat).

Menyesuaikan SKPD/Subdomain

9. Geografi (menjelaskan kondisi
topografi, demografi, cuaca dan iklim,
so sial-ekonomi-budaya daerah) .

Menyesuaikan Dinaskominfo/
Website Induk

fu aritokualakab. so. id)
10. Peta wilayah dan Surnber DaYa

(menyajikan batas wilaYah
administrasi dalam bentuk Peta
wilavah).

Menvesuaikan Dinaskorninfo/
Website Induk

(baritokualakab. go. id)



11. Peraturan dan Kebijakan Daerah
(daftar produk hukum daerah yang
telah dikeluarkan)

Menyesuaikan I3agian Hukum
Setda. Kab. Batola.

12. Saran/Komentar : pengunjung dan
Pengaduan Masyarakat

Menyesuaikan Dinaskominfo I
Website Induk

(baritokualakab. go. id)

13. Data dan Informasi menyangkut Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi

Menyesuaikan Tim Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan

Tindak Pidana
Kor-upsi Kabupaten

VII. INTERAKSI MANUSIA-KOMPUTER
1. Interface menarik, responsif web design, dan berkesah profesional

agar mencerminkan SKPD sebagai aparatur pemerintah yang
diwakilkan oleh situs web SKPD, meliputi Tata Letak, Warna, dan
Huruf yang digunakan pada situs;

2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu
kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada

3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem; i

4. Situs web menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;
i

VIII. TEKNOLOGI
Teknologi (plarform) yang digunakan oleh situs web di lingkungan
Pemerintah Dareah Kabupaten Barito Kuala, baik untuk situs web induk
maupun situs web SKPD haurs memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Stabii dan aman;
2. Menggunakan software open source;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten

Barito Kuala.

IX. KODEFIKASI
Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan adalah sebagai berikut:
- Bupati (bupati@,baritokualakab.eo.id)
- Wakil Bupati (wabur{@baritokualakab.go.id)
- Sekretaris Daerah (sekda@b'aritokualakab.eo.id)
- SKPDLSKPD@baritokualakab.eo.id,contoh diskorninfo@baritokualakab.eo.id)
- Kecamatan (kecamatan@baritokualakab.go.id,

contah: kuripan@baritokualakab. eo. id) .

- Kelurahan(keluraha@,

X. PENGORGANISASIAN
Struktur pengelolaan situs web induk dan situs web SKPD adalah sebagai
berikut:
1. Penanggung-jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Administrator (Web Administrator);
5. Jurna-lis atau Pembuat Artikel;



xI. MEKANISME KERJA AKSES INTERNET
Hosting
Hosting untrrk situs web maupun aplikasi berbasis web yg dikelola skpd
secara bertatrap akan dipusatkan pada hosting yang disediakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika.
Sepanjang pemusatan hosting behrm bisa dilaksanakan sepenrrhnya,
Aplikasi berbasis web yang dikelola SKPD dapat dihosting pada layanan
hosting selain yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
dengan ketentuan harus merupakan iayanan hosting dalam negeri.
Untuk situs web atau aplikasi berbasis web yang dikeloia SKPD dengan
hosting pada Dlnas Kominfo, akan diberikan user ID CPanel.
Situs web atau aplikasi berbasis web SKPD yang menggunakan layanan
hosting pihak luar, bisa dimigrasikan pada hosting yang disediakan oleh
Dinas Kominfo dengan ketentuan sebagai berikut:
L. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat ?wsting sifirs uteb SKPD

kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
2. Memberitahukan alamat (Uniform Resources Locator/URl) situs web

SKPD sehingga pihak Dinas Komunikasi dan Informatika bisa rnen-
direct alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain
baritokuaiakab. go. id ;

3. Pelaksana upload aplikasi database diiakukan sendiri oleh phak
administrasi situs web SKPD atau oieh pihak konsuitan yang ditunjuk
SKPD;

4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, sela4jutnya pihak
administrator situs web SKPD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan tahapan uji coba
operasional;

5. Pihak Dinas Komrrnikasi dan Informatika hanya bertanggungiawab
dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan
menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi
tanggung-jawab pengelola situs web SKPD.

tsUPATI BARITdKUALA.
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